BAB |1

SETTING PENELITIAN

Profil Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Gresik
KIPP Gresik adalah bagian dari perhimpunan KIPP Indonesia yang
berada di Daerah Kabupaten/Kota. Secara umum walaupun telah didirikan dan
eksis sgak tahun 1996, akan tetapi KIPP Indonesia baru terdaftar sebagai
organisas kemasyarakatan yang sah pada tahun 2009. Hingga kini KIPP telah
berhasil memiliki turunan kepengurusan di tingkat wilayah dan daerah, serta
perwakilan di luar negeri. Dalam akta pendiriannya, KIPP Indonesia memiliki
empat kegiatan utama yaitu;
1) Memantau kegiatan Pemilu
2) Memberikan pendidikan politik bagi Warga Negara Indonesia dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
3) Mengadakan penelitian dan pengembangan khususnya dalam bidang
kegiatan Pemilu

4) Mengkampanyekan pel aksanaan Pemilu yang demokratis.*

Melakukan kegiatan pemantauan dalam setiap perhelatan Pemilu sudah
selayaknya menjadi kewajiban KIPP sebagai organisasi yang memiliki concern di

bidang kepemiluan. Salah satu substansi penyelenggaraan pemilihan umum

! Dikutip dari Salinan Akta Pendirian Perhimpunan Komite Independen Pemantau
Pemilu, (Jakarta, 2008), Pasal 5.
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tentunya dapat memunculkan pemimpin-pemimpin rakyat melalui cara yang
demokratis. Semangat untuk menghadirkan check and balace dalam kehidupan
demokrasi di Indonesia menjadi landasan terpenting terkait hadirnya lembaga-

lembaga pemantau yang independen seperti KI1PP.

Menurut penuturan Maslukhin Musda, kader-kader KIPP di Gresik telah
ada sgjak tahun 1999. Terhitung sgak saat itu KIPP Gresik telah menunjukkan
eksistensinya dalam hajatan-hajatan politik di Kabupaten Gresik.? Pasang-surut
daam melakukan regenerasi serta pengkaderan untuk memunculkan aktivis-
aktivis pemantau pemilu menjadi salah satu dinamika yang harus dilalui oleh
KIPP Gresik. Selama ini, perekrutan kader cenderung memanfaatkan jaringan
teman dekat yang dimiliki oleh para anggota KIPP Gresk. Belum ada

pengkaderan secaraformal dalam internal KIPP Gresik.

Walaupun telah lama berdiri, KIPP Gresk sampai hari ini belum
memiliki kantor kesekretariatan sendiri. Dalam pengurusan legalitas terkait
domisili kantor organisasi, sekretariat KIPP Gresik biasanya dialamatkan di

rumah salah seorang kader. Seperti penuturan Ali Mahmud,

“Karena persoalan tersebut (minimnya anggaran), sampai hari ini kita
belum bisa menyewa kantor sendiri, akhirnya alamat kesekretariatan kita
terpaksa harus menumpang di rumah para pengurus”.’

2 Maslukhin Musda, Wawancara, Gresik, 10 Januari 2016.
% Ali Mahmud, Wawancara, Gresik, 4 Juni2016.
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Kendati demikian, nyatanya 16 tahun lebih KIPP Gresik terbukti mampu
bertahan dalam survivalitas politik dan tetap konsisten untuk melakukan

pemantauan, termasuk pada Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015.

Adapun struktur kepengurusan dalam tubuh organisasi KIPP Gresik
terdiri dari, 1. Ketua, 2. Wakil Ketua, 3. Sekretaris, 4. Bendahara, 5. Divis
Pemantauan, 6. Divisi Pendidikan, 7. Divis Humas dan Antar Lembaga, 8. Divis
Hukum dan Advokas, dan 8. Divis Litbang. KIPP Gresik juga telah terdaftar
dalam KESBANGPOL (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Gresik

dengan nomor 00/203.1/437.77/0096/X1/2015.
Kondisi Sosial Politik Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam
wilayah Propins Jawa Timur. Pada akhir tahun 2015, Kabupaten Gresik tercatat
memiliki penduduk sebanyak 1.303.773 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 655.460
laki-laki dan 648.313 perempuan.® Kabupaten Gresik  Secara geogréfis,
Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah 1.191,25 km? yang terbagi dalam 18
Kecamatan, 330 Desa, dan 26 Kelurahan. Wilayah tersebut pada umumnya dibagi

dalam tiga kawasan, yakni:

1) Kawasan Gresik Utara, meliputi Kecamatan Ujung Pangkah,
Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Dukun,

K ecamatan Bungah.

* Daa dari Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Gresk tahun 2015,
http://gresikkab.go.id, (Rabu, 04 April 2016, 10.00).
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2) Kawasan Gresik Tengah, meliputi Kecamatan Manyar, Kecamatan
Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Cerme dan Kecamatan
Duduk.

3) Kawasan Gresk Selatan, meliputi Kecamatan Balongpanggang,
Kecamatan Benjeng, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean,

Kecamatan Driyoregjo, dan Kecamatan Wringinanom.

Tersisa dua kecamatan yang terpisah dari daratan Kecamatan-kecamatan
yang lain adalah Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura yang berada di
Pulau Bawean. Mengenai batas wilayah, sebelah utara Kabupaten Gresik
berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura
dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo,
Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten

Lamongan.

Dalam Pemilihan Bupati tahun 2005, angka kehadiran masyarakat Gresik
mencapal 70,53%, terjadi penurunan di Pemilihan Bupati Tahun 2010 di angka
69,99%. Sementara dalam pilkada tahun 2015, angka partisipasi masyarakat
Gresik sebesar 70,15%. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup
signifikan jika dibandingkan dengan Pemilu Legidatif tahun 2014 sebelumnya di

mana angka partisipasi masyarakat Gresik padawaktu itu mencapai 78,75%.°

®> Release Hasil Pemilu Gresik, http://kpud-gresikkab.go.id/, (Selasa, 9 Agustus 20186,
20.00).
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Pemilu Tahun Angka Partisipas
Pemilihan Bupati & Wakil Bupati 2005 70,53%
Pemilihan Bupati & Wakil Bupati 2010 69,99%
Pemilihan Umum Legidlatif 2014 78,75%
Pemilihan Bupati & Wakil Bupati 2015 70,15%

1. Kontestasi Dalam Pilkada Kabupaten Gresik 2015

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik tanggal 9 Desember tahun
2015 merupakan bagian dari pelaksanaan program Pilkada Serentak yang digelar
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya. Kabupaten Gresik bersama 8
Propinss dan 256 Kabupaten/Kota lain di Indonesia secara serentak
menyelenggarakan Pemilu untuk menentukan pemimpin periode 2016-2021 di

masing-masing daerah.

Sebanyak 921.440 warga Gresik terdaftar di KPUD Gresik sebagai
pemilih tetap pada Pilbup 2015 kemarin. Dalam Pilkada kali ini terdapat 3 (tiga)
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang berkompetisi untuk menduduki
pucuk pimpinan di Kabupaten Gresik. Para pasangan calon tersebut sesuai dengan

nomor urut yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Gresik yakni:

1) Ir.Dr. Sambari Halim Radianto, ST., M.Si. dan Dr. Moh. Qosim, M.Sl.
(SQ) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) & Partai

DEMOKRAT,




44

2) Dr. Husnul Hulug, Drs,M.M. dan Drs. Ach. Rubaie, SH., M.H.,
(BerKAH) diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia
Raya (GERINDRA),

3) Ahmad Nurhamim, S.pl., M.Si. dan Junaidi, ST., (ARJUNA)

disusung oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR).

Dari ketiga kontestan tersebut, pasangan nomor urut satu, yaitu Ir.Dr.
Sambari Halim Radianto, ST., M.Si. dan Dr. Moh. Qosim, M.Si., yang merupakan
pasangan calon petahana akhirnya menjadi pemenang dalam Pilkada Kabupaten
Gresik tahun 2015. Pasangan ini memperoleh suara sebanyak 70,77%, unggul
43,54% dibandingkan kandidat yang memperoleh suara terbanyak kedua yakni,
Dr. Husnul Hulug, Drs,M.M. dan Drs. Ach. Rubaie, SH., M.H., dengan

perolehan suara sebesar 27,23%.°

Namun, kemenangan pasangan petahana tersebut tidak begitu sga
diterima oleh salah satu pesaingnya. Pasangan nomor urut 2 (BerKAH)
menyangsikan hasil Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015. Hal itu dikarenakan
mereka menganggap bahwa dalam proses penyelenggaraan Pilkada kali ini telah
terjadi banyak sekali kecurangan. Terutama faktor money politic yang disinyalir

telah berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif.

® Data menurut rekapitulasi suara yang dilakukan oleh DPC PKB Gresik.
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Perseteruan dalam Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015 ini akhirnya
harus disdlesalkan di mea sidang Mahkamah Konstitusi seperti di tahun
sebelumnnya. Selisih perbedaan perolehan suara yang cukup jauh menjadi faktor
utama tidak dikabulkannya gugatan yang dilayangkan pasangan BerK AH. Sesuai
yang telah tertuang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada,
Pasa 158 di mana Kabupaten Gresik tergolong pada ayat 2 poin (d) yang
menerangkan bahwa Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat
mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan
suara dengan ketentuan apabila Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk Iebih
dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan
jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari

penetapan hasil penghitungan perolehan suaraoleh KPU Kabupaten/Kota.”

2. Pemantauan Pilkada Kabupaten Gresik Tahun 2015
Terhitung selama 6 bulan sebelum proses pemungutan suara dalam
Pilkada Gresik 2015, KPUD Gresik telah membuka pendaftaran akreditasi bagi
para pemantau pemilu yang berasal dari suatu organisasi ataupun lembaga.®

Adapun syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi adalah,
a. Profil organisasi/lembaga pemantau

b. Nama dan jumlah anggota pemantau

" Lihat Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas
undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi undang-undang.

& Pengumuman KPUD Gresik nomor : 136/K PU-gresik014.329707/IV/2015.
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. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Waki Bupati

masing-masing di Kabupaten dan Kecamatan

. Rencana, jadwa kegiatan Pemantauan Pemiluhan dan daerah yang

ingin dipantau

. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan

. Pasfoto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan

. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh

ketua lembaga Pemantau Pemilihan

. Surat pernyataan mengena independens lembaga pemantauan yang

ditandatangani oleh lembaga Pemantaua Pemilihan

i. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari

organisas pemantauan bersangkutan atau dari pemerintah negara lain
tempat yang bersangkutan pernah melakukan bagi Pemantau

Pemilihan Asing.”

Dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan tersebut, KIPP Gresik

satu-satunya organisas yang mendaftar dan dinyatakan lolos

akreditas sebagal pemantau pada Pilkada di Kabupaten Gresik tahun 2015

melalui

sertifikat  Nomor : 613/KPU-Gresik-014.329707/X1/2015 yang

diterbitkan oleh KPU Kabupaten Gresik.

% Ibid.
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Sesuai dengan Term Of Reference yang dibuat oleh KIPP Gresik,
disebutkan bahwa beberapa tahapan pemantauan yang dilakukan oleh KIPP

Gresik Pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015 meliputi;

1) Pemantauan rekrutmen PPK oleh KPU Gresik

2) Pemantauan Rekrutmen Panwas Kecamatan oleh Panwaslu Gresik

3) Pemantauan Pemutakhiran Data Pemilih Pilbup

4) Pemantauan pencalonan Bupati/Wakil Bupati

5) Pemantauan Pelaksanaan kampanye Pilbup

6) Pemantauan Pungut-hitung suaradi TPS

7) Pemantauan rekapitulasi suara Pilbup

8) dan pemantauan pelantikan Bupati terpilih.

Tahapan pemantauan di atas sebenarnya mengikuti tahapan
penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 secara umum. Fokus pemantauan yang
dilakukan KIPP Gresik terdapat pada kesesuaian prosedur dalam praktik
penyelenggaraan Pilkada di setigp tahapannya dan upaya pendorongan
terhadap partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada

Gresik tahun 2015.

Pada proses pungut-hitung, 75 orang relawan pemantau yang diturunkan

oleh KIPP Gresik dalam Pemantauan Pilkada 2015 tersebar di beberapa TPS
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yang telah ditentukan oleh divisi pemantauan KIPP Gresik. Mekanisme
pemilihan TPS yang akan dipantau oleh para relawan ditentukan dengan
mel akukan sampling sebesar 10% dari 2.193 TPS yang ada pada Pilbup Gresik
2015. Hasilnya, sampling 218 TPS diambil 30% (65 TPS) untuk dipantau

secaramelekat dan sejumlah 70% atau 154 TPS dipantau secara gilir-pindah.



